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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 perihal pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan yang

dilaksanakan olehKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

dimanaprosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan, sampai serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Nurchana, Haryono dan Adiono 2014 dalam (adi, 2017, p. 3) pengadaan

barang/jasa yakni meliputi penjelasan dari semua proses awal perencanaan, persiapan,

perizinan, penentuan pemenang lelang sampai tahap pelaksanaan dan administrasi dalam

pengadaan barang/jasa, jasa antara lain yaitu jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi teknis,

jasa konsultasi keuangan dan jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan

yang memperoleh barang/jasa bagi instansi secara transparan, efektif serta efisien yang

sesuai pada kebutuhan dan keinginan bagi instasi yang didasari pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pada instansi pemerintah pasti akan membutuhkan barang dan jasa

yang didapatkan melalui proses pengadaan barang dan jasa.

pelaksanaan merupakan salah satu tugas dari seorang pemimpin organisasi untuk

memberikan motivasi, dorongan, dan memberikan keyakinan kepada bawahannya agar

bawahan tersebut bekerja secara ikhlas demi terwujudnya tujuan organisasi. Pelaksanaan

kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pada awalnya diatur dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 perihal Pengadaan Barang dan Jasa

yang telah beberapa kali di ubah, terakhir pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

perihal Perubahan terhadap Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Dan telah berganti

menjadi Peraturan Presiden yang terbaru yakni Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
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tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta penyesuaian penggunaan barang/jasa

usaha mikro dan usaha kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi

yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD.

Pemenuhan kebutuhan barang/jasa adalah komponen terpenting dalam

penyelenggaraan suatu pemerintahan. Tersedianya barang/jasa selaku komponen dari tugas

dan tanggung jawab pemerintah bagi upaya pemenuhan kebutuhan rakyat, serta juga

kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengadaan barang/jasa

pemerintah mempunyai tujuan yaitu memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat

dipertanggungjawabkan serta jumlah dan mutu sesuai pada waktunya, prinsip pengadaan

barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan

akuntabel. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah

satu bagian yang terpenting dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Dimana

salah satu bentukya yaitu dengan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

secara elektronik, dimana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan

teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab intansi pemerintah terutama pada

Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan tentu harus

didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera

Selatan untuk pelayanan publik. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi

Sumatera Selatan merupakan intansi pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan

daerah yang meliputi kegiatan dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan

penertiban terhadap segala sesuatu mengenai lingkungan hidup di Provinsi Sumatera

Selatan. DLHP yang bertugas untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.
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Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (DLHP) Provinsi SUMSEL memiliki

kewajiban memberikan pertanggung jawaban secara finansial kepada pemerintah daerah

serta masyarakat sebagai pengguna jasa. Dalam melaksanakan fungsinya yaitu sebagai

pengawasan, pengendalian, dan penertiban pemerintahan sangat dibutuhkan pengadaan

barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah pada prinsipnya yaitu untuk memajukan

penggunaan produk dalam negeri, serta dapat meningkatkan peran dunia usaha dan industri

kreatif dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi secara nasional.

Terkait pada usaha pemenuhan kebutuhan tersebut, permerintah daerah telah

melakukan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana secara bertahap melalui

penganggaran belanja modal pada setiap tahun anggarannya, sesuai dengan prioritas yang

telah ditetapkan. Akumulasi pada belanja modal yang telah dilaksanakan dari tahun ke

tahun, berakibat pada peningkatan jumlah dan nilai aset tetap pemerintah daerah. Pada

Peningkatan tersebut juga terjadi pada aset tetap kendaraan dinas. Peningkatan yang cukup

signifikan dalam jumlah dan asetnya, sehingga menyadarkan pemerintah agar memiliki

sebuah sistem pada pengelolaan aset yang baik serta optimal.

Maka dari itu diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah yang dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis

pengelolaan barang milik daerah. Barang Milik daerah pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun Nomor 17 Tahun 2007, antara lain :

1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD

2) Barang yang diperoleh lainnya yang sah yaitu :

a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis

b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak

c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
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d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Pengadaan barang/jasa pada awalnya dilakukan secara konvensional dimana pada

proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara manual, baik itu mulai proses

pengumuman sampai serah terima hasil pekerjaannya yang dilakukan secara langsung

dengan tatap muka, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya penyimpangan yang

melibatkan pejabat pengadaan dan pihak penyedia. Pada proses pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah sering disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan

tindakan korupsi, dikarenakan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang

dilakukan secara manual menyebabkan tingginya tingkat korupsi dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah.

Dengan adanya berbagai masalah terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melaui

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

mengubah pengadaan barang dan jasa yang awalnya konvensional yang dinilai banyak

menimbulkan masalah menjadi pengadan barang /jasa secara elektronik melalui aplikasi E-

katalog yang dapat diawasi langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa

Pemerintah (LKPP), sehingga dapat berjalan lebih transparan, efektif dan efisien, serta

dapat meminimalisir tindak KKN yang melibatkan penyedia dan pengguna pengadaan

barang/jasa. Pengadaan barang/jasa secara elektronik merupakan bentuk dari konsep

digitalisasi secara sistematis dan aplikatif. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

dengan memanfaatkan E-marketplace. Pada E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi untuk

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa Katalog Elektronik, Toko

Daring dan Pemilih penyedia.
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Kemajuan teknologi informasi saat sekarang mempermudah dalam pengadaan

dimana pada awalnya pengadaan dilakukan secara manual sekarang pengadaan dapat

dilakukan secara elektronik. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tersebut dapat

membantu para pelaku pengadaan barang/jasa yangmanfaatnya berupa pengadaan secara

efesiensi, transparansi dan akuntabilitas serta juga memberikan kesempatan pada para

pelaku usaha untuk ikut berpartispasi terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah

(PBJP).Maka dari itu pemerintah harus dapat memanfaatkan teknologi yang berkembang

pesat pada saat ini agar dapat meningkatkan efektivitas suatu produksi dan konsumsi yang

lebih tinggi serta juga dapat pengembangan ke pasar-pasar baru.

Berdasarkan informasi dari LKPP pengadaan barang/jasa melalui katalog

elektronik sudah mencapai jumlah transaksi sebesar Rp 207 trilyun pada tahun 2021. Hal

ini karena jumlah dan jenis barang / jasa yang ada pada katalog elektronik sudah mencapai

lebih dari 73.7090 produk. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera

Selatan dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan organisasi seperti barang dan

jasa yang sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-katalog ini bertujuan untuk

terpenuhi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah dengan jumlah yang cukup

dari setiap uang yang dibelanjakan serta tersedianya informasi terkait pengadaan barang

dan jasa, mengwujudkan persaingan yang sehat di dunia usaha dan memberikan keadilan

bagi penyedia barang dan jasa.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021

dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) belanja modal pengadaan kendaraan operasional

atau lapang, yakni pengandaan 9 (sembilan) unit kendaraan dinas. Yang terdiri dari 6

(enam) unit motor ( 4 unit 155 CC dan 2 unit 230 CC) dan 3 (tiga) unit mobil (2 unit jenis

suv double cabin 4x4 dan 1 unit pick up). dengan total pagu anggaran RP. 1.348.070.000

( satu milyar tiga ratus empat puluh delapan tujuh puluh rupiah).
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Sumber : Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP

Gambar 1.1 Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Lingkungan Hidup Dan
Pertanahan Povinsi Sumatera Selatan tahun 2021

Sumber : Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP

Gambar 1.2 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Lingkungan Hidup Dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021
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Kendaraan dinas adalah salah satu aset tetap pemerintah yang digunakan sebagai

mobilisasi kegiatan operasional dinas. Pengadaan kendaraan operasional dinas pada

pemerintah dilakukan agar memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi yang menunjang

tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Pengadaan kendaraan dinas seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daeah (SKPD) membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan pada anggaran

nasional itu terbatas. Kendaraan dinas operasional merupakan barang milik negara. Barang

Milik Negara (BMN) yakni dimana semua barang yang dibeli atau dimiliki atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dapat juga berasal dari perolehan

lainnya yang sah.

Mobil dinas pada Peraturan menteri keuangan Nomor 76 Tahun 2015 disebut

dengan istilah Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri

(AADB Dinas Operasional Jabatan) yang merupakan kendaraan bermotor yang digunakan

oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada

pengadaan kendaraan operasional dinas diperlukan standar barang dan standar kebutuhan

sebagai referensinya. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai

referensi perhitungan pengadaan Barang Milik Negara (BMN) dalam perencanaan

kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan proses pengadaan

barang/jasa tidak bisa lepas dari teknologi. E-purchasing merupakan tata cara pembelian

barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. E-katalog adalah sistem informasi elektronik

yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai

penyedia barang/jasa pemerintah. Peraruran pembentukan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE)pada Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa

pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan

Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.
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Layanan Pengadaan Secara Elektronik padapenyelenggaraan sistem pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Pengadaan barang melalui aplikasi e-katalog di Dinas Lingkungan Hidup Dan

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada Sub Bagian Tata Usaha masih mengalami

kendala dalam proses pelaksanaannya, diantarannya yaitu lamanya respon vendor ketika

sudah dilakukan pemesanan barang, barang yang diinginkan tidak ada pada e-katalog, serta

lamanya tayang barang yang akan dibeli terutama pada tayangnya produk kendaraan

dimana penyedia harus selalu memperbarui tayangnya tahun kendaraan .

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian melalui

aplikasi elektronik sudah banyak diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Andi (2020)

yang mengkaji penelitian tentang imlementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik

di Kota Tasikmalaya, Rini Syakina Cahyani (2017) yang mengkaji penelitian tentang

analisis penerapan e-procurement dalam efektifitas pengadaan barang dan jasa pada Pt.

Inalum (persero) dan Hidayat (2015) yang mengkaji penelitian tentang penerapan e-

procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mendukung

ketahanan tata pemerintahan daerah (studi pada unit layanan pengadaan barang dan jasa

pemerintahan kabupaten penajam paser utara). Namun belum banyak yang mengkaji

tentang pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi di kota palembang.

Penggunaan teori pengadaan secara elektronik dengan lokus Dinas Lingkungan Hidup dan

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menjadi kebaruhan penelitian ini.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan agar lebih efektif dan efisien

serta sesuai dengan prinsip pengadan barang/jasa, dengan adanya pelaksanaan pengadaan

barang/jasa secara elektronik ini dapa menyederhanakan proses yang berlangsung dalam
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pengadaan barang/jasa sebab semua informasi bisa diakses pada aplikasi e-katalog serta

dapat menghemat waktu dan biaya serta juga dapat meminimalisir kecurangan antara

karyawan dengan vendor sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat

terwujud. Dengan adannya permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti dengan judul

“Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Operasional Dinas Melalui Aplikasi

Elektronik (E-katalog) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera

Selatan” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian yaitu, Bagaimana pelaksanaan pembelian kendaraan operasional dinas dalam

proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi elektronik (E-katalog) di Dinas

lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui

pelaksanaan pembelian kendaraan operasional dinas dalam proses pengadaan barang dan

jasa melalui aplikasi elektronik (E-katalog) di Dinas lingkungan Hidup Dan Pertanahan

Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis agar hasil penelitian ini dapat memberikanm

informasi dan mengembangkan Ilmu Administrasi Publik pada konsentrasi Keuangan

Negara, khususnya terhadap pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi

elektronik (e-katalog) di DLHP Provinsi Sumatera Selatan.

2.Manfaat Praktis
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Adapun manfaat praktis agar dapat menjadi pengetahuan bagi Dinas Lingkungan

Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai referensi dalam hal bahan kajian

terhadap pengadaan barang/jasa terutama pada pembelian kendaraan operasional dinas

melalui aplikasi elektronik (e-katalog) di DLHP Provinsi Sumatera Selatan.
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